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ADE CANDRA NAPITUPULU, B111 09 437. Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No. 474 
/Pid.B/2013/PN.Mks) di bawah bimbingan Bapak Andi Sofyan, sebagai 
pembimbing I dan Bapak Abd Asis, sebagai pembimbing II. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana terhadap kasus pemerkosaan dan mengetahui bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara 
pemerkosaan. 
 Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dimana penulis 
mengambil data yang diperoleh langsung dari sebuah putusan pengadilan 
dan wawancara kepada majelis hakim yang menangani perkara 
pemerkosaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis 
deskriptif. 
 Hasil putusan majelis hakim sudah sesuai dengan perundang-
undangan, bilamana ada putusan yang lebih ringan dari apa yang diatur 
dalam undang-undang itu dikarenakan pertimbangan-pertimbangan majelis 
hakim seperti mempertimbangkan baik dari segi pidana materil maupun dari 
segi pidana formil. Dari segi pidana materil, hakim berpendapat bahwa 
semua unsur pasal telah terbukti di persidangan dan pelaku melakukan 
dengan sengaja (ada kesalahan). Pelaku adalah orang yang mampu 
bertanggung jawab serta tidak ada alasan yang menghapuskan pemidanaan 
(baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf), sedangkan dari segi pidana 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kasus tindak pidana pemerkosaan senantiasa memancing perhatian 
dan perdebatan publik, karena sarat akan persoalan nilai-nilai, baik nilai-nilai 
kemanusiaan maupun nilai moral. Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya 
menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang 
akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas.  
Akibat dari ini di Indonesia secara normatif tidak mendapatkan 
perhatian selayaknya, hal ini disebabkan oleh karena Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) masih menempatkan 
kasus pemerkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu 
berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku. Kondisi ini terjadi oleh karena 
KUHPidana masih mewarisi nilai-nilai pembalasan dalam KUHPidana. 
Berdasarkan sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi 
tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua 
komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan 
segala kemampuannya untuk menghukum sipelaku dengan harapan bahwa 
dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana 
tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang 
sama ini dan masyarakat merasa tenteram karena dilindungi oleh hukum. Hal 
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ini sesuai dengan tujuan dari system peradilan pidana yang dikemukakan 
oleh Mardjono Reksodiputro (1994: 84) bahwa selain menegakkan hukum 
dan keadilan system peradilan pidana berfungsi : 
1.  Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan: 
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 
puas karena keadilan ditegakkan dan yang salah telah dipidana: 
3. Mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi kejahatannya. 
 
Dengan demikian semua komponen peradilan pidana yang bekerja 
dalam sebuah sistem harus berupaya mewujudkan tujuan dari system 
tersebut yaitu sebagai lembaga Yudikatif yang bertugas menegakkan hukum 
dan keadilan serta mencegah masyarakat menjadi korban kriminalitas. 
Adapun yang dimaksud dengan tindakan pemerkosaan adalah 
tindakan yang melanggar hukum. Tindakan pemerkosaan tersebut telah 
merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut.  
Seperti yang dikemukakan oleh Sugandhi (1980: 302) dalam Pasal 
285 KUHPidana yaitu : 
Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena 
perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas 
tahun. 
 
Ancaman hukuman dalam Pasal 285 KUHPidana ini ialah pria yang 
memaksa wanita, dimana wanita tersebut belum terikat perkawinan dengan 
pria tersebut dan pria tersebut melakukan hubungan selayaknya suami-istri 
dengan dia dengan ancaman atau pemerkosaan. 
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Menurut Sugandhi (1980: 302) mengemukakan bahwa persetubuhan 
menurut hukum adalah :  
Baru dapat dikatakan “Persetubuhan’’, apabila anggota kelamin pria 
telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian 
rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. Apabila yang dimaksud 
dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya 
lagi. 
 
Meskipun hingga saat ini Pasal 285 KUHPidana masih berlaku 
sebagai acuan normatif dalam penyelesaian kasus-kasus pemerkosaan di 
pengadilan, namun dalam perkembangannya, definisi bernuansa legalistik itu 
dinilai tidak akomodatif lagi terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan 
seksual yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai tindakan 
pemaksaan dan ancaman seksual yang menjadi kata kunci dalam definisi 
pemerkosaan. 
Para penyusun KUHPidana sendiri sudah menyadari betapa 
sempitnya (lemahnya) pasal pemerkosaan dalam KUHPidana dan mencoba 
mengintrodusir gagasan baru yang dapat menjangkau banyak kasus 
kekerasan seksual yang sejauh ini belum di-cover oleh hukum formal. 
Meskipun masih berupa rancangan, sejumlah elemen penting yang 
diintrodusir para pakar kiranya menjadi penting untuk melengkapi rumusan 
hukum positif yang kini berlaku. 
Menurut Sugandhi (1980: 106), melakukan kekerasan dalam Pasal 
89 KUHPidana, ialah : 
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“Melakukan kekerasan” dapat disamakan dengan “membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya”. Adapun definisi pingsan artinya hilang 
ingatan atau tidak sadar dirinya”, Orang yang pingsan itu tidak 
mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. 
 
Adapun yang dimaksud dengan “tidak berdaya” menurut Sugandhi 
(1980: 106), yaitu :  
Tidak mempunyai kekuataan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak 
mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun. Misalnya seperti 
halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya terkurung 
dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. 
Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi 
atas dirinya. 
 
Baik menjadi perhatian disini, bahwa mengancam orang akan 
membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya lagi, tidak boleh disamakan 
dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab pasal ini hanya menyebut 
tentang “melakukan kekerasan”, bukan mengakibatkan tentang “kekerasan” 
atau “ancaman kekerasan”. 
Memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan, misalnya : 
merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak dapat 
melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi. Menurut beberapa pendapat, 
untuk dapat dituntut dalam Pasal 285 KUHPidana ini, persetubuhan itu harus 
dilakukan sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam penjelasan Pasal 
284 KUHPidana, yaitu anggota kelamin pria masuk ke dalam lubang 
kemaluan wanita, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. 
Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, 
maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tinjuan Yuridis Terhadap 
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Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 
474/Pid.B/2013/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemerkosaan? 
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam Perkara 
Putusan Nomor 474/ Pid.B/2013/PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 474/ Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam 
Putusan Nomor 474/ Pid.B/2013/PN.Mks. 
D. Manfaat Penelitian 




1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang 
pengembangan ilmu bagi Penulis sendiri pada khususnya dan 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua 
pihak, khususnya bagi pihak yang berkompoten dalam mengemban 
tugas profesi hukum. 
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam 



















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Menurut Lamintang (1997: 181) mengemukakan bahwa : 
Pembentukan undang-undang (selanjutnya disingkat uu) telah 
menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang 
dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tanpa memberikan suatu 
penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan 
perkataan “strafbaar feit” tersebut. Perkataan “feit” itu sendiri dalam 
bahasa Belanda berarti “perbuatan” sedangkan “strafbaar” berarti “dapat 
dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat 
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu perbuatan yang dapat 
dihukum”  
 
Selanjutnya Pompe (Lamintang, 1997: 182), perkataan “strafbaar feit” 
itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjalinnya 
kepentingan hukum. 
 
Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), mengemukakan 
pengertian tindak pidana sebagai berikut : 
Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan 
tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 
uu, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (mampu bertanggung jawab). 
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Moeljatno (2009: 59) mendefenisikan perbuatan pidana sebagai 
berikut: 
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan 
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 
hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat 
bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman 
pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu. 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang 
mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang atau apa yang 
diperintahkan oleh suatu aturan hukum atau uu dan disertai dengan sanksi 
berupa sanksi pidana. 
Menurut Amir Ilyas (2012; 27) mengemukakan bahwa: 
Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu 
sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (principle of legality), 
asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam uu. 
Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana 
dirumuskan di dalam bahasa latin : “Nulum delictum nulla poena sine  praevia 
lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi 




2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Para ahli/sarjana hukum mempunyai pandangan masing-masing 
mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Berikut unsur-unsur tindak pidana 
yang dikemukakan oleh para ahli. 
Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang menurut Adami Chazawi (2002: 79), yaitu: 
1) Dari sudut pandang teoritis. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
2) Dari sudut uu. 
 Sudut uu adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005: 10), 
mengemukakan bahwa: 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, 
suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh uu. 
Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa  
kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid), 
dan kesalahan. 
Seorang ahli hukum yaitu Simons (Andi Hamzah, 2004: 88), 
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
a. Diancam pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan 
d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.  
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Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana 
adalah: 
a) Perbuatan; 
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan). 
 
Berdasarkan rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), 
mengemukakan bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur berikut, yakni :  
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c) Diadakan tindakan penghukuman. 
 
Sementara itu batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham 
monisme) (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana 
adalah :  
a) Perbuatan (yang); 
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang); 
d) Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam 
batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a) Kelakuan (orang yang);  
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c) Diancam dengan hukuman; 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e) Dipersalahkan/kesalahan.  
11 
 
 Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun 
pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. 
Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam 
KUHPidana, baik itu dalam Buku II maupun Buku III dapat diketahui adanya 
11 unsur tindak pidana sebagaimana menurut Adami Chazawi (2002: 82) 
yaitu: 
a) Unsur tingkah laku; 
b) Unsur melawan hukum; 
c) Unsur kesalahan; 
d) Unsur akibat konstitutif; 
e) Unsur keadaan yang menyertai; 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; 
i) Unsur objek hukum tindak pidana; 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan 
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana. 
 
Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana menurut beliau terdiri dari: 
a) Merupakan perbuatan manusia; 
b) Memenuhi rumusan dalam uu (syarat formil); dan 
c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat 
materiil). 
 
Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum 
itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana 
bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak 
atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan 
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hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru 
untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. 
Bila dirinci, maka secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 
unsur subjektif dan objektif. 
a. Unsur subjektif 
Menurut Lamintang (1997: 193) mengemukakan bahwa unsur 
subjektif adalah : 
Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 
yang terkandung di dalam hatinya, yaitu : 
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa). 
b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana. 
c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHPidana. 
e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana  menurut Pasal 308 KUHPidana. 
 
b. Unsur Objektif 
Lamintang (1997: 193) juga mengemukakan bahwa unsur objektif 
adalah : 
Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 
dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus di lakukan, yaitu : 
a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid. 
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana 
atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana. 
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c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
 
B. Tindak Pidana Pemerkosaan 
1. Pengertian Pemerkosaan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. 
Poerwadarminta (1984: 741), pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal 
kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
Perkosa  : gagah; paksa; kekerasan; perkasa. 
Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan. 
  2) melanggar ( menyerang dsb) dengan kekerasan. 
Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan. 
    2) pelanggaran dengan kekerasan. 
 
Soetandyo Wignjosoebroto (Suparman Marzuki, 1997: 25), 
mengemukakan pemerkosaan sebagai berikut : ” Pemerkosaan adalah 
suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap 
seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum 
yang berlaku melanggar”. 
 
Wirdjono Prodjodikoro (1986: 117), mengemukakan bahwa 
pemerkosaan adalah: 
Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan 
istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak 
dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan 
persetubuhan itu. 
 
Sementara R. Sugandhi (1980: 302), mengemukakan pemerkosaan 
adalah sebagai berikut :  
Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk 
melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang 
mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang 




Menurut Adami Chazawi (2007: 55) mengemukakan bahwa : 
 
Pemerkosaan dalam KUHPidana adalah tergolong dalam kejahatan. 
Pemerkosaan terdapat dalam Buku II KUHPidana, dapat dilihat dalam 
BAB XIV Tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yaitu pada Pasal 285 
sampai Pasal 288 KUHPidana, tetapi pokok pasalnya terdapat pada 
Pasal 285 KUHPidana. 
 
Pasal 285 KUHPidana yang berbunyi : 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam 
karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun. 
     
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan 
Dalam ketentuan Pasal 285 KUHPidana, terdapat unsur-unsur untuk 
membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur 
yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 
Istilah barangsiapa menunjuk kepada siapa saja yang dapat 
dikenakan ketentuan ini, yang jika dihubungkan dengan kalimat lanjutan 
dari Pasal 285 KUHPidana, maka yang dimaksud dengan barangsiapa 
dalam pasal ini adalah lelaki atau pria. R. Soesilo (1984: 170) 
mengemukakan bahwa : 
Berdasarkan Pasal 285 KUHPidana tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa yang diancam dengan hukuman itu adalah seorang laki-laki atau 
pria. Pembuat uu menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman 
bagi seorang perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan 
karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki 
dipandang tidak mungkin akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi 




2. Dengan kekerasan 
Abdul Wahid (2001: 109) mengemukakan bahwa unsur “Kekerasan” 
adalah : 
Kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain 
secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau 
pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan 
antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, 
menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik 
yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak 
berdaya. 
 
3. Ancaman kekerasan 
Abdul Wahid (2001: 111) mengemukakan bahwa : 
Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan 
orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan 
atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang 
menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain 
mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. 
 
4. Memaksa 
Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 1996: 52) mengemukakan 
bahwa :  
Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan 
sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. 
Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan 
dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi 
terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan 
dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan 
kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan 
oleh wanita adalah wanita itu sendiri. 
 
5. Perempuan yang bukan istrinya 
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Menurut Abdul Wahid (2001: 112) mengemukakan bahwa : “Bahwa 
yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau 
bukan istrinya atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku”. 
6. Bersetubuh 
R. Sugandhi ( 1980: 300-301) mengemukakan bahwa : Menurut hukum, 
“baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah 
masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikain rupa, 
sehingga akhirnya mengeluarkan mani”. 
Sedangkan Moch. Anwar (1986: 266) mengemukakan bahwa :  
Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai 
suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, 
penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau 
tanpa disertai ejakulasi. 
 
7. Dengan dia 
Berdasarkan bunyi Pasal 285 KUHPidana, penulis dapat 
menyimpulkan yang dimaksudkan “dengan dia” ialah diri orang dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan telah memaksa perempuan 
yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana 
yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk 
keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala 
macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan 
istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. 
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Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1997: 47), mengemukakan 
bahwa: 
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang 
pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara. 
Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 
2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-
ciri sebagai berikut: 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut uu. 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian 
pemidanaan, Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), mengemukakan 
sebagai berikut: 
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan 
sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya 
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(berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. 
 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana 
oleh Hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu 
menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), mengemukakan sebagai 
berikut: 
a. Teori absolut 
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 
kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. 
Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat 
dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka 
akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang 
melakukan kejahatan. 
 
Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa: 
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang 
diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan 
di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksankan hukum 
dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal 
dengan pidana terhadap pelanggarannya. 
 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul 
Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali 
dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-
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hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah 
berbuat jahat agar menjadi baik kembali. 
 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien) 
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), 
beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara 
untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan 
pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat 
lain sebagai pelaku kejahatan. 
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. 
Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah 
memberikan pembinaan dan pendidikan. 
 
Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pemidanaan mempunyai 
tujuan ganda, yaitu : 
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang 
terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang 
ada dapat selesai; 
b. Tujuan yang bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa pemidanaan 
bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk 
merendahkan martabat manusia. 
 
3. Jenis-Jenis Pidana 
Pasal 10 KUHPidana, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Pidana pokok 
Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 
KUHPidana adalah: 
a. Pidana mati 
Wirjono Prodjodikoro (2009: 175) mengemukakan bahwa : 
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Tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar 
dengan ancaman hukuman mati, masyarakat akan takut melakukan 
perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum 
mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati 
dilaksanakan di muka umum. 
 
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden (selanjutnya disingkat PenPres) Nomor 2 Tahun 1964 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. 
Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa 
pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa 
bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PenPres No. 2 Thn. 
1946 yang berlaku adalah hukuman gantung. 
Dalam Pasal 1 PenPres No. 2 Thn. 1964 ini, secara tegas 
menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh 
pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, 
dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
b. Pidana penjara 
P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), mengemukakan bahwa: 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan 
yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah 
melanggar peraturan tersebut. 
21 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, 
seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan 
umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain. 
c. Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang 
dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut Niniek 
Suparni (2007: 23), mengemukakan bahwa pidana kurungan adalah sebagai 
berikut: 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai 
dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara 
yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. 
 
d. Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana 
denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 
karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana 
denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. 
Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak 
ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas 
nama terpidana. 
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan jika 
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pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 
ayat (2) KUHPidana sebagai pengganti dari pidana denda.  
2. Pidana tambahan. 
Jenis-jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHPidana, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuan atau 
pengampuan pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
b. Perampasan barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan. 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHPidana yaitu: 
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1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas. 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam uu. 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang 
yang telah disita. 
 
c. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim dimuat dalam Pasal 43 KUHPidana, 
yang berbunyi : 
Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan 
kitab uu ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan 
pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
 
D. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Dalam uu membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana 
umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan 
pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala 
macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun diluar 
KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada 
tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. 
a. Dasar pemberatan pidana umum 
Menurut Johnkers (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 427), bahwa dasar 
pemberatan atau penambahan pidana umum, yaitu: 
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a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
b. Recideive (pengulangan delik), dan 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau 
concursus. 
 
UU mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya 
pidana umum, ialah: 
1) Dasar pemberatan karena jabatan. 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana yang 
rumusan lengkapnya adalah:  
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar 
suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. 
 
2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan. 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHPidana yang 
berbunyi:  
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga. 
3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive). 
Mengenai pengulangan ini KUHPidana mengatur sebagai berikut: 
- Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
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pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 
KUHPidana; dan 
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, 
KUHPidana juga menentukan beberapa tindak pidana khusus 
tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat 
(3), 489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3). 
Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHPidana, pemberatan pidana 
adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara 
menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 
KUHPidana yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sementara pada recidive yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak 
pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang 
diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. 
Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, 
melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari 
kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat 2), atau mengubah 
jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan 
Pasal 501 ayat 2). 
Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak 




1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena 
tindak pidana yang pertama. 
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. 
b. Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus 
ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman 
maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya 
dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan 
khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak 
pidana lain. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 
dan 365 KUHPidana, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya 
diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHPidana, penganiayaan bentuk 
diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2),(3) KUHPidana, Pasal 353 ayat 
(1),(2), (3) KUHPidana, Pasal 354 ayat (1),(2) KUHPidana, Pasal 355 ayat 
(1),(2) KUHPidana dan Pasal 356 KUHPidana, tindak pidana pengrusakan 




Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus 
memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih 
unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang 
memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana 
khusus. 
2. Dasar Peringanan Pidana 
Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam uu 
dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan 
dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak 
pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak 
pidana khusus tertentu saja. 
a. Dasar Peringanan Pidana Umum 
Menurut Jonkers (A. Zainal Abidin Farid, 2007: 439) bahwa dasar 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu: 
b. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHPidana); 
c. Pembantuan (Pasal 56 KUHPidana); 
d. Strafrechtelijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur 
(Pasal 45 KUHPidana). 
 
Jonkers menjelaskan bahwa hanya Strafrechtelijke minderjarigheid, 
atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringan pidana yang 
sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan 
pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. 
b.  Dasar Peringanan Pidana Khusus 
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Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang 
disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak 
pidana. Peringanan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II KUHPidana, 
yaitu: 
- Pasal 308 KUHPidana, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh 
anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa 
lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui 
orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan 
terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana 
maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHPidana 
dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam 
Pasal 305 KUHPidana ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi 
pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat 
unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 
KUHPidana (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah 
melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) 
dan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana sesungguhnya mengandung dasar 
pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana 
diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi 
kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau 
terdapat unsur "takut diketahui bahwa ia telah melahirkan" dapat 
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dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan 
seperduanya. 
- Pasal 341 KUHPidana mengancam pidana maksimum tujuh tahun 
penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika 
dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia 
sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya meringankan pidana 
seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, 
karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata "takut" 
harus diganti dengan perkataan "merasa aib", karena itulah yang 
terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh 
bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh 
karena menjamumya budaya pacaran yang meniru kehidupan orang-
orang Barat. 
- Pasal 342 KUHPidana menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya 
yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum 
sembilan tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi 
pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur 
hidup atau dua puluh tahun. 
E. Pertimbangan Hakim 
Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari 
pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh 
hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya 
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menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, 
atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filsufis saja, maka akan 
menghasilkan putusan yang tidak adil. Ketiga jenis pendekatan ini oleh 
hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama dan proporsional 
sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula. 
Menurut Achmad Ali (2009:178), ketiga jenis pendekatan itu ialah 
sebagai berikut: 
a. Pendekatan normatif 
Pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat 
asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum 
(tertulis maupun tidak tertulis). 
b. Pendekatan empiris atau legal impirical 
Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan 
seperangkat perilaku. 
c. Pendekatan filsufis 
Pendekatan filsufis memfokuskan kajiannya dengan memandang 
hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang 
abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan. 
 
Penulis membagi ketiga pendekatan di atas, kedalam dua kelompok 
besar yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang 
hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, 




a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana terhadap si 
pembuat dalam uu terbagi atas dua yaitu, dasar pemberatan pidana umum 
dan dasar pemberatan pidana khusus. Berikut akan penulis akan uraikan 
satu persatu. 
1) Dasar pemberatan pidana umum 
Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal, yaitu 
pemberatan pidana karena jabatan dimuat dalam Pasal 52 KUHPidana, 
menggunakan sarana bendera kebangsaan dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) 
KUHPidana, dan recidive (pengulangan tindak pidana). 
Berikut akan diuraikan satu persatu mengenai hal-hal yang menjadi 
tentang dasar pemberatan pidana umum, yaitu sebagai berikut: 
a) Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
Pemberatan karena jabatan dimuat daiam Pasal 52 KUHPidana yang 
berbunyi sebagai berikut : 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana suatu 
kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak 
pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. 
 
b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan 
Jenis pemberatan ini dimuat dalam Pasal 52 ayat (1) KUHPidana 
yang rumusannya adalah bilamana pada waktu melakukan kejahatan 
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digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan 
tersebut dapat ditambah sepertiga. 
c) Recidive (pengulangan tindak pidana) 
Mengenai pengulangan ini, KUHPidana mengatur sebagai berikut: 
Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana 
tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang 
disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487,dan Pasal 488 KUHPidana. Kedua, 
diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 
KUHPidana juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang 
dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), 
Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHPidana. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana, 
pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman 
maksimun pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan yang 
bersangkutan. Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain di luar 
kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ke 3 (tiga) pasal 
ini adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari 
ancaman maksimun, tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah 
dengan sepertiga", melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja. 
d) Dasar pemberatan pidana karena perbarengan (concursus) 
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Ada 3 (tiga) bentuk concursus yang dikenal dalam hukum pidana, 
yaitu concursus ideal is, concursus realis, dan Delictum Continuatum/ 
Vortgezettehandeling. Ketiga bentuk concursus itu adalah sebagai berikut: 
(1) Concursus Idealis (perbarengan peraturan) 
Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih 
dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu 
perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan 
hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 
idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang 
terberat. Dalam KUHPidana Bab II Pasal 63 tentang perbarengan disebutkan: 
(a) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, 
maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, 
jika berbeda-beda yang dikenakan yang membuat ancaman pidana 
pokok yang paling berat.  
(b) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 
yang khusus itulah yang dikenakan. 
 
(2) Concursus realis (perbarengan perbuatan) 
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan 
itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Concursus realis ini dimuat 
dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHPidana. Sistem pemberian 
pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu: 
a) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok 
sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa 
jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum 
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terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorbsi 
yang dipertajam. 
b) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap 
kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 
maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan 
sistem kumulasi diperlunak. 
c) Apabila berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi 
yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua 
pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. 
d) Apabila berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) 
(penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan 
ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan 
ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan 
ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan 
maksimum pidana penjara 8 bulan.  
 
(3) Delictum Continuatum/ Voortgezettehandeling (perbuatan berlanjut) 
Perbuatan berlanjut ini dimuat dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) KUHPidana. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang 
melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan 
perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van 
Toelichting), kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah: 
(a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan; 
(b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya; dan 
(c) Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan 
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bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 
pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) KUHPidana merupakan ketentuan 
khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 
64 ayat (3) KUHPidana merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-
kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 
373 (penggelapan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan barang 
ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 
2) Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus 
ini adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman 
maksimun pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut dasar pemberatan 
pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicantumkan alasan pemberatan, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari bentuk 
pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, 
dengan mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk pokoknya, 
tetapi pada ayat yang berbeda. Contohnya, penganiayaan pada Pasal 351 
KUHPidana, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), unsur pemberatnya 
mengenai akibat luka berat dan kematian yang dirumuskan pada ayat (2) dan 
ayat (3) KUHPidana. Kemudian ada juga dengan mencantumkan pada pasal 
diluar pasal atau yang lain dari rumusan bentuk pokoknya. Contohnya, 
penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai benda karena 
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hubungan kerja pencarian atau karena mendapat upah khusus untuk itu 
Pasal 374 KUHPidana. Ada juga dengan cara menyebutkan dasar 
pemberatan itu dalam pasal lain diluar pasal mengenai jenis tindak pidana 
yang sama. Misalnya pada dasar pemberatan pidana kejahatan pemerasan 
menurut pasal 368 KUHPidana masuk dalam Bab XXIII dengan menunjuk 
berlakunya dasar pemberat pada Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 368 
ayat (2) dalam Bab XXIII KUHPidana. 
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si 
pembuat dalam uu terbagi atas dua yaitu : 
1) Dasar diperingannya pidana umum, dan 
2) Dasar diperingannya pidana khusus.  
a) Dasar diperingannya pidana umum 
Mengenai dasar diperingannya pidana umum ada beberapa hal yaitu 
berdasarkan KUHPidana, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997, perihal 
percobaan, dan pembantuan kejahatan. Penulis akan uraikan satu persatu 
hal-hal yang menjadi perihal diperingannya pidana umum, yaitu sebagai 
berikut: 
(a) Berdasarkan KUHPidana 
Bab III Buku I KUHPidana mengatur tentang hal-hal yang 
menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pidana. Tentang hal-hal 
yang meringankan pidana dimuat dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 
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KUHPidana. Akan tetapi sejak berlakunya UU Nomor 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak maka ketiga pasal tersebut tidak berlaku lagi. 
(b) Berdasarkan   UU   Nomor  3  Tahun   1997  Tentang Pengadilan Anak 
Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dasar 
peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak 
nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang belum berusia 8 
(delapan) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke 
pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan. 
(c) Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan 
Percobaan dan pembantuan dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHPidana. Pidana maksimun terhadap si pembuatnya 
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimun pada kejahatan yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan adalah 
suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk uu) mengenai 
penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu 
orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau 
orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak 
pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana 
tertentu. 
b) Dasar diperingannya pidana khusus 
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Sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang 
disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak 
pidana. Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus dimuat dalam Pasal 
308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHPidana. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak 
boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga 
harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dalam hal ini, hakim harus 
mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban 
kejahatan, dan masyarakat. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan putusan, 
hakim harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti motif dan tujuan 
melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin 
membuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, 
dan pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan 
masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga. 
Dengan demikian, diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa 
keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan 
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kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga 

























A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam 
pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di 
Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan 
ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang 
diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah: 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap 
mengetahui masalah yang dibahas, yaitu hakim. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian 
literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta dokumen 




1. Sumber Data 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
penegak hukum yang menangani kasus ini. 
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan 
sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data dengan 
metode interview atau wawancara terhadap hakim guna memperoleh 
data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan 
ini. 
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk 
mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan ini. 
Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara 
lain bersumber dari: 
a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
b. Peraturan perUUan dan konvensi-konvensi internasional yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan 
pelaksanaan dalam menilai unsur-unsur pemerkosaan yang dilakukan oleh 
seseorang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap 





PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan 
dalam Putusan No. 474/Pid.B/2013/PN.MKS 
 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan 
tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan 
dalam putusan nomor 474/Pid.B/2013/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih 
dahulu identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan amar putusan, yaitu sebagi berikut : 
1. Identitas Terdakwa 
 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas nama 
Terdakwa SUBHAN REMANG, Tempat lahir Flores, 11 Februari 1986, umur 
26 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat 
tinggal Jl. Sultan Alauddin II Lr. Pa’bentengan No. 26 B. Makassar, Agama 
Islam, Pekerjaan Tidak ada. 
2. Kasus  Posisi 
Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, sekitar jam 14:00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat 
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di Jalan Sultan Alauddin II lorong Pa’bentengan No. 26 B Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa SUBHAN REMANG Alias 
SUBHAN, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi 
korban IZAN MAYUNI bersetubuh diluar perkawinan, yang terdakwa 
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  
 
Bahwa berawal ketika saksi korban IZAN MAYUNI sedang berada di 
rumah kostnya bersama dengan Pr. NURLAILA, tiba-tiba terdakwa 
SUBHAN REMANG Alias SUBHAN menelpon saksi korban, kemudian 
saksi korban mengangkat teleponnya dan bertanya “ ini dengan siapa “ 
lalu dijawab terdakwa “ ini sama ommu “ setelah itu saksi korban 
bertanya lagi “ ada perlu apa “ dan dijawab oleh terdakwa “ kamu sama 
siapa di kostmu dan apakah kamu bisa datang ke kost saya karena ada 
yang mau ditanyakan “ kemudian saksi korban bangun dan langsung 
menuju ke kamar kos terdakwa; 
Bahwa setibanya saksi korban di kost terdakwa saksi korban mengetuk 
pintu karena pintu kost tersebut tertutup, kemudian terdakwa membuka 
pintu dan menyuruh saksi korban masuk dimana terdakwa pada saat itu 
hanya menggunakan sarung dan lampu kamar terdakwa tidak menyala 
(gelap); 
Bahwa kemudian saksi korban dan langsung duduk di lantai dimana 
pada saat itu terdakwa langsung menutup pintu kamarnya, setelah 
ngobrol-ngobrol, terdakwa memegang tangan saksi korban sambil 
merayunya untuk berhubungan intim, dimana tangan kiri terdakwa 
memegang kemaluan saksi korban yang mana pada saat itu saksi 
korban hanya memakai rok; 
Bahwa kemudian saksi korban tidak menerima perlakuan terdakwa 
sehingga saksi korban berontak dan beranjak dari tempat duduknya 
ingin keluar dari kamar kost tersebut, namun dihalangi oleh terdakwa 
dan seketika itu terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan 
membaringkannya ke tempat tidur kemudian pada saat itu terdakwa 
langsung memeluk dan menindisi badan saksi korban  juga berusaha 
untuk mencium saksi korban namun pada saat itu saksi korban berontak 
dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa menempeleng pipi kanan 
saksi korban dan berusaha membuka celana dalam saksi korban 
dengan tangan kirinya hingga celana saksi korban robek dan terlepas; 
Bahwa setelah celana dalam saksi korban terlepas, kemudian terdakwa 
melepas sarungnya  dan berusaha memasukkan kemaluannya ke 
dalam vagina saksi korban walaupun pada saat itu saksi korban 
berontak dan berteriak, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan 
tetap berusaha memaksa saksi korban untuk membuka paha saksi 
korban, setelah terdakwa berhasil membuka dengan paksa paha saksi 
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korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke 
dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan keluar 
masuk sekitar dua menit kemudian setelah selesai terdakwa bangun 
namun pada saat itu saksi korban tetap teriak sehingga terdakwa 
mengambil botol dan memukulkannya kepada saksi korban, namun 
saksi korban menangkisnya sehingga botol tersebut jatuh kemudian 
saksi korban berhasil membuka pintu kamar dan keluar dari kamar kost 
terdakwa, setelah itu saksi korban langsung melaporkan terdakwa ke 
pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut; 
Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah 
Sakit Bhayangkara Makassar nomor : VER 12/I/2013/RUMKIT tanggal 
15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Abadi Aman, Sp.OG 
menerangkan bahwa saksi korban Pr. IZAN MAYUNI mengalami :  
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 8 cm dari pangkal 
paha berbentuk “V” yang mengarah keluar berwarna merah kebiruan 
dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm; 
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 22 cm dari lipat 
paha berwarna coklat diameter 0,5 cm; 
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 25 cm dari paha 
berwarna coklat ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,6 cm; 
- Alat kelamin luka lecet pada kelamin luar sebelah bawah, selaput 
darah robekan kiri kanan dan bawah tidak berdarah. 
 
3. Dakwaan Penuntut Hukum 
Kasus perkara Pemerkosaan dengan Nomor Registrasi Perkara 
PDM-208/Mks/Ep.1/2/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan surat pelimpahan 
perkara Acara Perkara Biasa Nomor: B-407/R.4.10.3/EpP/03/2013 tanggal 15 
Maret 2013, yang dilakukan oleh terdakwa Subhan Remang Alias Subhan 
oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : 
a. Dakwaan  
Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, sekitar jam 14:00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di 
Jalan Sultan Alauddin II lorong Pa’bentengan No. 26 B Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar terdakwa SUBHAN REMANG Alias SUBHAN, 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban IZAN 
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MAYUNI bersetubuh diluar perkawinan, yang terdakwa lakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :  
 
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah kostnya 
bersama dengan Pr. NURLAILA, tiba-tiba terdakwa menelpon saksi 
korban, kemudian saksi korban mengangkat teleponnya dan bertanya “ 
ini dengan siapa “ lalu dijawab terdakwa “ ini sama ommu “ setelah itu 
saksi korban bertanya lagi “ ada perlu apa “ dan dijawab oleh terdakwa “ 
kamu sama siapa di kostmu dan apakah kamu bisa datang ke kost saya 
karena ada yang mau ditanyakan “ kemudian saksi korban bangun dan 
langsung menuju ke kamar kos terdakwa. 
- Bahwa setibanya saksi korban di kost terdakwa saksi korban mengetuk 
pintu karena pintu kost tersebut tertutup, kemudian terdakwa membuka 
pintu dan menyuruh saksi korban masuk dimana terdakwa pada saat itu 
hanya menggunakan sarung dan lampu kamar terdakwa tidak menyala 
(gelap). 
- Bahwa kemudian saksi korban dan langsung duduk di lantai dimana 
pada saat itu terdakwa langsung menutup pintu kamarnya, setelah 
ngobrol-ngobrol, terdakwa memegang tangan saksi korban sambil 
merayunya untuk berhubungan intim, dimana tangan kiri terdakwa 
memegang kemaluan saksi korban yang mana pada saat itu saksi 
korban hanya memakai rok. 
- Bahwa kemudian saksi korban tidak menerima perlakuan terdakwa 
sehingga saksi korban berontak dan beranjak dari tempat duduknya 
ingin keluar dari kamar kost tersebut, namun dihalangi oleh terdakwa 
dan seketika itu terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan 
membaringkannya ke tempat tidur kemudian pada saat itu terdakwa 
langsung memeluk dan menindisi badan saksi korban  juga berusaha 
untuk mencium saksi korban namun pada saat itu saksi korban berontak 
dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa menempeleng pipi kanan 
saksi korban dan berusaha membuka celana dalam saksi korban 
dengan tangan kirinya hingga celana saksi korban robek dan terlepas. 
- Bahwa setelah celana dalam saksi korban terlepas, kemudian terdakwa 
melepas sarungnya  dan berusaha memasukkan kemaluannya ke 
dalam vagina saksi korban walaupun pada saat itu saksi korban 
berontak dan berteriak, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan 
tetap berusaha memaksa saksi korban untuk membuka paha saksi 
korban, setelah terdakwa berhasil membuka dengan paksa paha saksi 
korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke 
dalam vagina saksi korban sambil menggoyang-goyangkan keluar 
masuk sekitar dua menit kemudian setelah selesai terdakwa bangun 
namun pada saat itu saksi korban tetap teriak sehingga terdakwa 
mengambil botol dan memukulkannya kepada saksi korban, namun 
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saksi korban menangkisnya sehingga botol tersebut jatuh kemudian 
saksi korban berhasil membuka pintu kamar dan keluar dari kamar kost 
terdakwa, setelah itu saksi korban langsung melaporkan terdakwa ke 
pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut. 
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah 
Sakit Bhayangkara Makassar nomor : VER 12/I/2013/RUMKIT tanggal 
15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Abadi Aman, Sp.OG 
menerangkan bahwa saksi korban Pr. IZAN MAYUNI mengalami :  
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 8 cm dari pangkal 
paha berbentuk “V” yang mengarah keluar berwarna merah kebiruan 
dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm; 
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 22 cm dari lipat paha 
berwarna coklat diameter 0,5 cm; 
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 25 cm dari paha 
berwarna coklat ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,6 cm; 
- Alat kelamin luka lecet pada kelamin luar sebelah bawah, selaput darah 
robekan kiri kanan dan bawah tidak berdarah. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 285 Kitab Undang-undang hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHPidana). 
 
Untuk membuktikan dakwaannya, maka penuntut Umum di 
persidangan mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar celana dalam 
warna pink dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar nomor : 12/I/2013/RUMKIT tanggal 15 Januari 2013 yang dapat 
disita secara sah karena dapat digunakan  untuk memperkuat pembuktian. 
Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut disertai dengan barang bukti 
dan alat bukti yang ada maka terdakwa dituntut dengan Pasal 285 
KUHPidana. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana 
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yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 285 KUHPidana dengan 
unsur-unsur sebagai berikut :  
1. Barang Siapa. 
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. 
1) Unsur barang siapa 
Yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum pendukung 
hak dan kewajiban yaitu orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan 
hukum. 
Dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang 
didakwakan yaitu SUBHAN REMANG ALIAS SUBHAN yang membenarkan 
identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama 
pemeriksaan sidang tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan 
pertanggung jawaban pidananya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
2) Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. 
 
Bahwa dari fakta yang terungkap di depan dipersidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi korban Pr. IZAN MAYUNI dan keterangan 
saksi-saksi lainnya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, 
maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 
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sekitar jam 14.00 wita di rumah kost terdakwa di JL. Pa’bentengan No. 26 
makassar, terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban 
Pr. IZAN MAYUNI dengan cara awalnya ketika saksi sedang berada di rumah 
kostnya bersama dengan Pr. NURLAILA tiba-tiba terdakwa menelpon saksi 
korban, kemudian setibanya saksi korban di kost terdakwa saksi korban 
mengetuk pintu karena pintu kost tersebut tertutup kemudian terdakwa 
membuka pintu dan menyuruh saksi korban masuk dimana terdakwa pada 
saat itu hanya menggunakan sarung dan lampu kamar terdakwa tidak 
menyala (gelap) kemudian saksi korban dan langsung duduk di lantai dimana 
pada saat itu terdakwa langsung menutup pintu kamarnya, setelah ngobrol-
ngobrol, terdakwa memegang tangan saksi korban sambil merayunya untuk 
berhubungan intim, dimana tangan kiri terdakwa memegang kemaluan saksi 
korban yang mana pada saat itu saksi korban hanya memakai rok kemudian 
saksi korban tidak menerima perlakuan terdakwa sehingga saksi korban 
berontak dan beranjak dari tempat duduknya ingin keluar dari kamar kost 
tersebut, namun dihalangi oleh terdakwa dan seketika itu terdakwa langsung 
menarik tangan saksi korban dan membaringkannya ke tempat tidur 
kemudian pada saat itu terdakwa langsung memeluk dan menindisi badan 
saksi korban  juga berusaha untuk mencium saksi korban namun pada saat 
itu saksi korban berontak dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa 
menempeleng pipi kanan saksi korban dan berusaha membuka celana dalam 
saksi korban dengan tangan kirinya hingga celana saksi korban robek dan 
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terlepas setelah celana dalam saksi korban terlepas, kemudian terdakwa 
melepas sarungnya  dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam 
vagina saksi korban walaupun pada saat itu saksi korban berontak dan 
berteriak, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap berusaha 
memaksa saksi korban untuk membuka paha saksi korban, setelah terdakwa 
berhasil membuka dengan paksa paha saksi korban kemudian terdakwa 
langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sambil 
menggoyang-goyangkan keluar masuk sekitar lima menit kemudian setelah 
selesai terdakwa bangun namun pada saat itu saksi korban tetap teriak 
sehingga terdakwa mengambil botol dan memukulkannya kepada saksi 
korban, namun saksi korban menangkisnya sehingga botol tersebut jatuh 
kemudian saksi korban berhasil membuka pintu kamar dan keluar dari kamar 
kost terdakwa, setelah itu saksi korban langsung melaporkan terdakwa ke 
pihak yang berwajib. 
Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka unsur ini telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan permohonan Jaksa 
Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu 
perkara. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi 
PDM-208/Mks/Ep.1/2/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya 
51 
 
meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa SUBHAN REMANG ALIAS SUBHAN, terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “Pemerkosaan” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 285 KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBHAN REMANG ALIAS 
SUBHAN oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun 
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar celana dalam warna 
pink dikembalikan kepada Pr. IZAN MAYUNI. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
Dalam perkara nomor 474/Pid.B/2013/PN.MKS hakim memutuskan: 
Mengadili  
1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN REMANG Alias SUBHAN terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
PEMERKOSAAN. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) tahun. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah 
Tahanan Negara. 
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:  
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dikembalikan kepada Saksi 
Korban IZAN MAYUNI 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah). 
 
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 
dan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. 
Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa pada perkara antara lain: 
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- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi. 
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. 
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat memperbaiki 
diri dikemudian hari. 
- Terdakwa seorang mahasiswa yang masih berkeinginan 
melanjutkan pendidikan. 
6. Analisis Penulis 
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di 
dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. 
Adapun jenis-jenis dakwaan yang dibagi menjadi 5 (lima) yaitu: 
1. Dakwaan tunggal, yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja yang 
didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar ketentuan pasal 
tersebut. 
2. Dakwaan kumulatif, yaitu banyaknya  dakwaan atau pelanggaran 
lebih dari satu pasal (banyak pasal). 
3. Dakwaan alternatif, yaitu ada beberapa banyak dakwaan tetapi hanya 
satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil persidangan. 
4. Dakwaan subsidaritas (bersusun), yaitu dakwaan primer (yang harus 
dibuktikan terlebih dahulu atau dari segi ancaman pidana) dan 
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dakwaan subsidair, perkara yang sama tidak bisa dilakukan dua kali 
berdasarkan fakta-fakta di persidangan atau beberapa tindak pidana. 
5. Dakwaan gabungan (kombinasi), yaitu dari dakwaan kumulatif, 
dakwaan alternatif dan dakwaan subsidaritas. 
Seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan 
surat tuntutan yang membuat terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos 
dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaan. Penulis 
kemudian akan mengomentari putusan 474/Pid.B/2013/PN.MKS secara 
umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau 
belum. 
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
tunggal. Sebab hanya berisikan 1 jenis tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 285 KUHPidana Tentang 
“Pemerkosaan”. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis, fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan serta diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang 
diajukan oleh Jaksa penuntut Umum di persidangan dan semua itu dapat 
dipandang saling berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah 
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mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah 
sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut. 
Fakta-fakta tersebut adalah dimana SUBHAN REMANG Alias 
SUBHAN telah terbukti melakukan tindak pidana Pemerkosaan, yaitu dengan 
memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya yang dalam hal ini adalah 
IZAN MAYUNI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana 
yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana menurut 
analisa penulis sudah tepat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terdakwa 
dinyatakan bersalah, oleh sebab itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan 
perbuatannya dan tidak melebihi dari yang diancamkan, sebagaimana fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, biaya yang timbul dalam 
perkara ini dibebankan kepadanya, agar sesuai dengan tujuan pemidanaan 
yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan pelaku. Oleh 
sebab itu Majelis Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan 
terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga 
terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa 
perbuatannya dapat merugikan orang lain khususnya kepada saksi korban. 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap 
Pelaku Tindak pidana Pemerkosaan Dalam Putusan No. 474/Pid. 
B/2013/PN. Mks 
 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam 
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persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif 
seseorang dapat dipidana. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan 
menjatuhkan sanksi berupa : 
1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN REMANG Alias SUBHAN terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
PEMERKOSAAN. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) tahun. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah 
Tahanan Negara. 
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:  
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dikembalikan kepada 
Saksi Korban IZAN MAYUNI 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah). 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut : 
1. Mempertimbangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin 14 
januari 2013. 
2. Bahwa terdakwa dalam melakukan keinginannya untuk menyetubuhi 
saksi korban yang dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. 
3. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa. 
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4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. 
5. Bahwa hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dengan nomor registrasi PDM-208/MKS/EP.1/2/2013 tanggal 18 
Februari 2013. 
6. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan Penuntut Umum 
tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan. 
7. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya 
menerangkan : 
 
Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, sekitar jam 14:00 wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di 
Jalan Sultan Alauddin II lorong Pa’bentengan No. 26 B Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar terdakwa SUBHAN REMANG Alias SUBHAN, 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban IZAN 
MAYUNI bersetubuh diluar perkawinan, yang terdakwa lakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :  
 
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah 
kostnya bersama dengan Pr. NURLAILA, tiba-tiba terdakwa 
menelpon saksi korban, kemudian saksi korban mengangkat 
teleponnya dan bertanya “ ini dengan siapa “ lalu dijawab terdakwa “ 
ini sama ommu “ setelah itu saksi korban bertanya lagi “ ada perlu 
apa “ dan dijawab oleh terdakwa “ kamu sama siapa di kostmu dan 
apakah kamu bisa datang ke kost saya karena ada yang mau 
ditanyakan “ kemudian saksi korban bangun dan langsung menuju 
ke kamar kos terdakwa. 
- Bahwa setibanya saksi korban di kost terdakwa saksi korban 
mengetuk pintu karena pintu kost tersebut tertutup, kemudian 
terdakwa membuka pintu dan menyuruh saksi korban masuk 
dimana terdakwa pada saat itu hanya menggunakan sarung dan 
lampu kamar terdakwa tidak menyala (gelap). 
- Bahwa kemudian saksi korban dan langsung duduk di lantai dimana 
pada saat itu terdakwa langsung menutup pintu kamarnya, setelah 
ngobrol-ngobrol, terdakwa memegang tangan saksi korban sambil 
merayunya untuk berhubungan intim, dimana tangan kiri terdakwa 
memegang kemaluan saksi korban yang mana pada saat itu saksi 
korban hanya memakai rok. 
- Bahwa kemudian saksi korban tidak menerima perlakuan terdakwa 
sehingga saksi korban berontak dan beranjak dari tempat duduknya 
ingin keluar dari kamar kost tersebut, namun dihalangi oleh 
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terdakwa dan seketika itu terdakwa langsung menarik tangan saksi 
korban dan membaringkannya ke tempat tidur kemudian pada saat 
itu terdakwa langsung memeluk dan menindisi badan saksi korban  
juga berusaha untuk mencium saksi korban namun pada saat itu 
saksi korban berontak dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa 
menempeleng pipi kanan saksi korban dan berusaha membuka 
celana dalam saksi korban dengan tangan kirinya hingga celana 
saksi korban robek dan terlepas. 
- Bahwa setelah celana dalam saksi korban terlepas, kemudian 
terdakwa melepas sarungnya  dan berusaha memasukkan 
kemaluannya ke dalam vagina saksi korban walaupun pada saat itu 
saksi korban berontak dan berteriak, namun terdakwa tidak 
menghiraukannya dan tetap berusaha memaksa saksi korban untuk 
membuka paha saksi korban, setelah terdakwa berhasil membuka 
dengan paksa paha saksi korban kemudian terdakwa langsung 
memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban sambil 
menggoyang-goyangkan keluar masuk sekitar dua menit kemudian 
setelah selesai terdakwa bangun namun pada saat itu saksi korban 
tetap teriak sehingga terdakwa mengambil botol dan 
memukulkannya kepada saksi korban, namun saksi korban 
menangkisnya sehingga botol tersebut jatuh kemudian saksi korban 
berhasil membuka pintu kamar dan keluar dari kamar kost 
terdakwa, setelah itu saksi korban langsung melaporkan terdakwa 
ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut. 
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : VER 
12/I/2013/RUMKIT tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani 
oleh dr. Abadi Aman, Sp.OG menerangkan bahwa saksi korban Pr. 
IZAN MAYUNI mengalami :  
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 8 cm dari 
pangkal paha berbentuk “V” yang mengarah keluar berwarna 
merah kebiruan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm; 
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 22 cm dari 
lipat paha berwarna coklat diameter 0,5 cm; 
- Luka memar pada paha bagian kiri dalam berjarak 25 cm dari 
paha berwarna coklat ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,6 cm; 
- Alat kelamin luka lecet pada kelamin luar sebelah bawah, selaput 
darah robekan kiri kanan dan bawah tidak berdarah. 
 
- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan 
58 
 
terdakwa serta barang bukti yang telah dimuat di dalam Berita Acara 
Persidangan, ternyata satu dengan yang lain terdapat persesuaian, 
sehinnga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur 
dalam pasal tersebut telah terpenuhi. 
- Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan 
yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan. 
- Menimbang, selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa 
tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban, baik 
alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya terdakwa 
adalah subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, 
dengan demikian harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya. 
- Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada 
terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : 
- Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak 
hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak 
pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi 
perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat 
tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif). 
- Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang 
setimpal dengan kesalahan terdakwa maka perlu dipertimbangkan 
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hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai 
berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. 
2. Perbuatan terdakwa sangat tercela baik dari segi perspektif agama 
maupun kultur masyarakat khususnya Sulawesi Selatan. 
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan beralasan 
seolah-olah perbuatannya dibenarkan menurut hukum agama. 
 
Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi. 
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. 
3. Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih dapat memperbaiki 
diri dikemudian hari. 
4. Terdakwa seorang mahasiswa yang masih berkeinginan melanjutkan 
pendidikan. 
 
2. Amar Putusan 
Dalam perkara nomor 474/Pid.B/2013/PN.MKS hakim memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN REMANG Alias SUBHAN terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Pemerkosaan. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) tahun. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah 
Tahanan Negara. 
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:  
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dikembalikan kepada Saksi 
Korban IZAN MAYUNI. 







3. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam 
putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang (selanjutnya disingkat 
uu) yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam 
Republik Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan 
oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas 
maksimum dan minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam uu 
tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar 
dan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini, 
yaitu Sapruddin, S.H., bahwa putusan Majelis Hakim harus dapat memenuhi 
unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai 
yang objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari 
itu sebelum menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan 
aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga 
pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat yang tentunya 
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diresahkan oleh kejadian tersebut. Dalam hal ini hakim juga 
mempertimbangkan dampaknya terhadap korban yang dapat menimbulkan 
trauma berkepanjangan. Kemudian perlu juga mempertimbangkan dari sisi 
pelaku bahwa selama proses berjalannya perkara dalam persidangan pelaku 
bersikap sopan, jujur dan sudah dimaafkan. Banyak hal yang menjadi 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara 
pidana yang salah satunya adalah pertimbangan bahwa pelaku merupakan 
tulang punggung keluarga yang harus membiayai keluargannya.  
Namun kembali lagi bahwa putusan Majelis Hakim yang harus 
dijatuhkan seadil-adilnya tersebut berdasarkan alat bukti yang sah dan 
keterangan saksi yang telah disumpah, yang mana kedua hal tersebut saling 

















Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan 
maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Dengan adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan 
dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh 
berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
dan hasil Visum Et Repertum, maka terdakwa secara sah dan 
meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) 
sudah tepat, dimana penjatuhan pidananya ialah yakni pidana penjara 
selama 5 (lima) tahun dan terdakwa akan dikenakan biaya perkara 
sesuai yang telah disebutkan dalam amar putusan. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
pemerkosaan yang didasarkan penilaian objektif dari hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang 
terpidana apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum 
pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan 
bahwa perbuatan terdakwa sangat mempengaruhi orang lain yang 
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tentunya merasa dirugikan terutama saksi korban. Selain itu dalam 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang harus diperhatikan ialah 
hal-hal memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan itu 
yang semua berada dalam putusan. Misalnya pertimbangan kepada 
terpidana kasus pemerkosaan ini, hakim melihat dalam berkas-berkas 
perkara bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, 
bersikap sopan dan jujur selama persidangan. Serta terdakwa telah 
mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut : 
1. Majelis Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Hukum dalam menjatuhkan pidana. Melainkan juga pada alat 
bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih 
peka untuk melihat fakta-fakta  apa yang timbul pada saat 
persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan 
keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. 
Tapi bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam 
menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di 
masyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek 
jera, baik bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan kembali 
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perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak 
pidana. 
2. Data-data yang diperoleh oleh penulis belum lengkap, maka sebaiknya 
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